BAB IV
ANALISIS KOMPETENSI SAKSI AHLI DARI TERDAKWA JESSICA
KUMALA WONGSO DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA DAN

HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Hukum Acara Pidana terhadap kompetensi Saksi Ahli dari
terdakwa Jessica Kumala Wongso.

Proses peradilan dalam acara biasa memiliki beberapa tahapan atau agenda
sidang. Yang salah satunya adalah agenda sidang pembuktian. Agenda sidang
pembuktian ialah agenda sidang yang menentukan akan penyelesaian perkara.
Yahya Harahap menyatakan bahwa “pembuktian merupakan masalah yang
memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan
karena dalam proses pembuktian inilah akan menentukan nasib terdakwa.
Dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) telah menentukan alat bukti yang sah menurut Undang-undang.
Diluar alat bukti yang tercantum dalam KUHAP tidak dapat dibenarkan untuk
membuktikan kesalahan. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-
undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP
adalah:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat

d. Petunjuk dan,
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e. Keterangan terdakwa

Dalam kasus ini Dewi Taviana Haroen saksi ahli Psikologi dari terdakwa
Jessica Kumala Wongso dalam persidangan pembuktian memberikan
keterangannya berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dari Antonio Ratih
Anjayani, saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam
keterangannya Dewi menjelaskan tentang kelaziman Jessica saat meletakkan
paper bag di atas meja bukan di kursi. Menurut Dewi lazim atau tidaknya hal
tersebut harus dilihat dari kebiasaan Jessica sendiri, bukan kebiasaan awam.
Jika mengacu pada kelaziman umum maka harus ada survei khusus yang
membahas kebiasaan menaruh paper bag di meja atau kursi dan survei tersebut
harus dilengkapi dengan data statistik. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU)
keberatan atas persaksian tersebut karena Dewi belum pernah memeriksa
Jesica secara langsung. Dalam persidangan Dewi menyampaikan bahwa dia
berbicara secara umum jadi boleh memeriksa dokumen dari orang lain. Jaksa
mengingatkan kepada ahli bahwasannya di dalam persidangan tidak boleh
memberikan keterangan secara umum selain itu Jaksa juga mengingatkan
bahwa Dewi adalah Psikolog, yang seharusnya memeriksa orangnya langsung,
bukan melalui dokumen. Sedangkan pendapat Dekan Fakultas Psikologi
Univesitas Indonesia, Tjut Rifameutia menyatakan bahwa saksi ahli yang
dihadirkan kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso bukan Psikolog
dari Uinversitas Indonesia. Berdasarkan data dari fakultas psikologi Dewi
masuk fakultas Psikologi pada program sarjana pada tahun 1984 dan lulus pada

tahun 1991. Namun dia tidak pernah menjadi staf pengajar, peneliti maupun
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psikolog yang terafiliasi dari Universitas Indonesia. Rifa juga menambahkan
bahwasannya pihaknya tidak dapat menjamin yang bersangkutan memiliki
kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Selanjutnya saksi ahli digital forensik dari terdakwa Jessica Kumala
Wongso, Rismon Hasiholan Sianipar. Dalam awal persidangan pembuktian,
ketika ditanya oleh Jaksa mengenai sertifikat laptop yang dipakai untuk
menganalisa gambar CCTV terakreditasi atau tidak dan juga dapat
dipertanggungjawabkan, namun Rismon tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Rismon menyebutkan bahwa dia memiliki keahlian di bidang digital forensik
saat menempuh pendidikan di Korea dan Jepang. Namun ketika ditanya oleh
Jaksa mengenai bukti sertifikat bahwa dia pernah belajar digital forensik di
Korea dan Jepang, Rismon menjawab bahwa dia tidak membawa bukti tersebut
dalam persidangan. Selain itu Jaksa juga menanyakan apakah pernah mengikuti
perkumpulan digital forensik Indonesia dan keterangannya pernah didengarkan
di dalam persidangan, Rismon menjawab tidak pernah sama sekali. Dalam
persidangan Rismon menjelaskan bukti rekaman CCTV Kafe Olivier yang
telah dianalisis oleh saksi ahli Jaksa Penuntut Umum yang tidak dapat
dipastikan keutuhannya. Menurutnya hash data CCTV dalam flash disk yang
telah diekstrasi dari DVR dan data CCTV, dalam DVR tersebut tidak
dicantumkan. Selain itu Rismon juga meragukan rekaman CCTV yang
diperoleh penyidik dan menyalahi peraturan Kapolri. Karena penyidik hanya
memindahkan rekaman tersebut ke dalam flash disk, yang seharusnya disita

semua sehingga bisa diperiksa secara komprehensif. Dalam persidangan
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Rismon menjelaskan persaksiannya menggunakan rekaman CCTV yang
diperoleh dari stasiun televisi nasional. Melalui salah satu penjelasannya,
Rismon berpendapat bahwa ada reduksi file video CCTV dari sirkuitnya
langsung yang merupakan file asli hingga dipindahkan ke flash disk milik
Jaksa Penuntut Umum. Selain itu Rismon juga menjelaskan bahwa rekaman
CCTV yang diperlihatkan saksi ahli Jaksa Penuntut Umum ada indikasi
dilakukannya temparing/ pemodifikasi secara ilegal.

Menurut penulis, saksi ahli Dewi Taviana Haroen yang dihadirkan oleh
terdakwa Jessica Kumala Wongso adalah ahli psikologi politik. Karena melihat
dari latar belakang pendidikan, pengalaman lapangan sebagai narasumber
bidang bisnis dan politik, dan buku yang diterbitkan Dewi berkaitan dengan
“Personal Branding Kunci Kesuksesan Berkiprah di Dunia Politik”. Padahal
seharusnya saksi ahli yang dihadirkan di dalam persidangan kasus kematian
Wayan Mirna Salihin, kopi sianida diKafe Olivier dengan terdakwa Jessica
tersebut adalah saksi Ahli Psikologi Klinis. Dikarenakan ini merupakan kasus
pembunuhan bukanlah kasus politik.

Selanjutnya, saksi ahli Rismon Hasiolan Sianipar yang dihadirkan oleh
terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam bidang digital forensik, menurut
penulis tidak berkompeten dalam bidang digital forensik, karena melihat dari
latar belakang pendidikan. Rismon menempuh pendidikan program Sarjana
sampai Doktoralnya di Jurusan teknik elektro. Meskipun dia mengaku pernah

mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan digital forensik di Korea dan
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Jepang akan tetapi tidak bisa membuktikan di dalam persidangan dengan
menunjukkan sertifikat pelatihan yang pernah diikutinya.

Hal ini dikarenakan, dalam pasal 1 angka 28 KUHAP di jelaskan bahwa
keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat titik
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan pidana. Diperkuat
dengan pendapat dari Debra Shinder syarat menjadi saksi ahli salah satunya
adalah memliki spesialis tertentu, mendapatkan gelar penddikan tinggi atau
pelatihan lanjut bidang tertentu, pengakuan sebagai dosen, guru, atau pelatih di
bidang tertentu, lisensi profesional, jika masih berlaku, Ikut sebagai
keanggotaan dalam suatu organisasi profesi, publikasi artikel, buku atau
publikasi lainnya, sertifikasi teknis, dan penghargaan atau pengakuan dari
industri.

Di samping itu, perlunya untuk seorang ahli yang berkompeten dihadirkan
dalam persidangn terkait dengan hal-hal yang diungkapkan oleh seorang ahli
tersebut. Keterangan ahli dipakai untuk menjernihkan perkara atau membuat
terang dari suatu perkara hal tersebut tercantum dalam KUHAP. Keterangan
ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian

khusus tentang hal yang diperlukan dalam persidangan.
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A. Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam terhadap kompetensi Saksi Ahli
terdakwa Jessica Kumala Wongso.

Pada dasarnya semua orang dapat dijadikan sebagai seorang saksi.

Kewajiban untuk menjadi saksi didasarkan pada firman Allah surat al-Bagarah

surat al-Bagarah ayat (2) 282.1

j.}C«SLA \A\ ’;\.:L@.:J\ ubYJ

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil”.

3 #1806 GG o 83l 135N

“Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang
siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya”.

“Apa yang diriwayatkan dari lbnu Abbas semoga Allah meridhoi kepadanya,
bahwa ia berkata : tergolong dosa besar yaitu orang yang menyembunyikan
kesaksian™.

Saksi ahli ini dibutuhkan jika memang dalam pemeriksaan perkara terjadi
sesuatu hal yang tidak dapat di selesaikan, karena keterangan ahli adalah
seorang yang memiliki pemahaman atau ilmu pengetahuan Khusus tertentu
yang tidak dapat diketahui oleh orang banyak. Dan orang yang mempunyai
ilmu pengetahuan ini (orang ahli) berkewajiban menjelaskan ataupun
menerangkan kepada khalayak mengenai ilmu pengetahuannya. Karena

bagaimanapun derajat orang yang berpengetahuan lebih tinggi dari pada orang

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.
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yang tidak berpengetahuan, dasar hukum mengenai perlunya meminta

keterangan atau pendapat ahli dalam Al-Qur’an berbunyi:

z [ o /T

u;.u;;yrffo\;mysyuu“\ 3 V)Y SIS & Ui

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang
kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang
mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila dibutuhkan suatu keterangan atau
penjelasan ketika tidak mengerti dan tidak menguasainya, maka diharuskan
untuk bertanya dan meminta penjelasan kepada orang yang mengetahuinya,
jika tidak kita akan tersesat dalam ketidaktahuan.

Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan pendapat ahli, telah
terjadi pada masa Rasulluah Saw, beliau senang mendengarkannya dan bahkan
memberithukan kepada Aisyah (istrinya) seperti diriwayatkan dalam Kkitab

Shahih Muslim sebagai berikut:
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“ Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw menemuiku dan nampak air
mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau
bersabda: “Wahai Aisyah, tidaklah kamu melihat si pembantai landak (ahli

2Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif ..., 115-116.



62

menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usmah dan Zaid berbaring, ketika
dia melihat keduanya terbaring dengan kepala tertutup kain dan kakinya
terbuka, dia berkata, “telapak kaki- telapak kaki ini, sebagiannya dari sebagian
yang lain”.

Dalam hukum Acara Peradilan Islam, juga dijelaskan bahwa alat bukti
seperti keterangan ahli, pengetahuan hakim, gasamah, giyafah, gur’ah, nukul
dan lain-lain.® Dan di dalam Islam juga mewajibkan hakim untuk menghukumi
sesuai dengan persaksian. Akan tetapi harus diperhatikan apakah kesaksian
tersebut sungguh-sungguh benar dan cocok dengan kejadian yang sebenarnya.
Dan keterangan saksi ahli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak
memperoleh ligitimasi dari hakim. Dan saksi ahli hanya sekedar penjelas bagi
hakim mengenai sesuatu yang kurang atau tidak dimengerti hakim.

Menurut penulis, dalam Hukum Acara Pidana Islam keterangan ahli
adalah seorang yang memiliki pemahaman atau ilmu pengetahuan khusus
tertentu yang tidak dapat diketahui oleh orang banyak. Dan orang yang
mempunyai ilmu pengetahuan ini (orang ahli) berkewajiban menjelaskan
ataupun menerangkan kepada khalayak mengenai ilmu pengetahuannya.
Apabila dikaitkan dengan kompetensi, saksi ahli dari terdakwa Jessica Kumala
Wongso yaitu Dewi Taviana Haroen dan Rismon Hasiolan Sianipar, maka bisa
dikatakan tidak termasuk dalam kriteria tersebut. Hal ini dikaitkan dengan
Dewi Taviana Haroen bukan ahli psikologi klinis tetapi psikologi politik. dan

Rismon Hasiolan Sianipar bukan ahli digital forensik, dikarenakan tidak

memiliki latar belakang pendidikan digital forensik. Dia menyatakan pernah

% Ibid., 123.
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mengikuti kursus digital forensik di Jepang dan Korea namun ketika ditanya

bukti sertifikatnya, dia tidak dapat menunjukkan.



